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ABSTRACT
Smoking prevalence in Indonesia continues to increase and poses a significant public health challenge. To address the negative impacts of tobacco consumption, the Banda Aceh City Government enacted Qanun Number 5 of 2016 concerning Smoke-Free Areas (SFA). This study aims to analyze the implementation strategies of the SFA policy and the collaborative relationships among stakeholders involved in its implementation. A qualitative field study was conducted using interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the implementation of the SFA policy is supported through regulatory enforcement, the development of standard operating procedures, public awareness campaigns, installation of smoke-free signage, routine monitoring, and cross-sectoral collaboration. Policy implementation is further strengthened by the active involvement of local government agencies, non-governmental organizations, media institutions, and community groups in education, monitoring, and tobacco control initiatives. The study highlights that collaborative and multi-actor governance plays an important role in enhancing the effectiveness and sustainability of smoke-free area policies in Banda Aceh.
Keywords: Polycentric Governance; Policy Implementation; Smoke-Free Areas.


ABSTRAK 
Tren merokok di Indonesia terus meningkat dan menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat. Untuk mengendalikan dampak negatif konsumsi tembakau, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi kebijakan KTR serta pola kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaannya di Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR dilakukan melalui penguatan regulasi dan standar operasional prosedur, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan rambu KTR, pengawasan berkala, serta pengembangan kerja sama lintas sektor. Keberhasilan implementasi kebijakan didukung oleh keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, media, dan masyarakat dalam kegiatan edukasi, pengawasan, serta kampanye pengendalian tembakau. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dan tata kelola multipihak menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas implementasi KTR di Kota Banda Aceh.
Kata Kunci: Polycentric Governance; Implementasi Kebijakan; Kawasan Tanpa Rokok.
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A. PENDAHULUAN

T
ren konsumsi rokok mengalami peningkatan tiap tahun, tidak hanya di kalangan dewasa, tetapi juga merambah ke remaja dan anak-anak. Berdasarkan hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun (Suyitno & Cahyati, 2025), yang dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2021 (WHO, 2024), terjadi peningkatan prevalensi perokok selama 10 tahun terakhir (2011-2021) dari 60,3 juta menjadi 69,1 juta. WHO juga mencatat bahwa lebih dari 8 juta kematian terjadi akibat konsumsi rokok setiap tahun. Dari angka tersebut, lebih dari 7 juta merupakan perokok aktif, sementara sekitar 1,2 juta adalah korban perokok pasif, yaitu orang-orang yang terpapar asap rokok. Selain itu, WHO mencatat bahwa jumlah perokok di seluruh dunia mencapai 1,3 miliar orang, dengan lebih dari 80% dari mereka tinggal di negara-negara dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah. Fenomena ini menuntut perhatian serius untuk mengatasi masalah kesehatan global terkait konsumsi tembakau (WHO, 2024).
Berdasarkan data temuan GATS terjadi peningkatan prevalensi penggunaan rokok elektrik hingga 10 kali lipat dari 0,3% (2011) menjadi 3% (2021). Sementara itu, prevalensi perokok pasif terjadi peningkatan menjadi 120 juta. Tingkat terpapar rokok cenderung tinggi, Orang dewasa tingkat keterpaparan rokok (74%), restoran (51%), gedung pemerintah (45%), dan angkutan umum (51%).  Pemerintah menargetkan melalui RPJMN 2020-2024 dapat menurunkan angka prevalensi merokok sekitar 8,7% (Kemenkes & WHO, 2024). 
Selain peningkatan prevalensi perokok konvensional, pengendalian tembakau saat ini juga menghadapi tantangan baru berupa meningkatnya penggunaan rokok elektronik (electronic cigarettes), vape, heated tobacco products (HTPs), dan liquid nicotine, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa produk-produk tersebut tetap mengandung nikotin dan zat berbahaya yang berisiko menyebabkan ketergantungan serta gangguan kesehatan.
Di sisi lain, perkembangan teknologi digital telah dimanfaatkan oleh industri tembakau melalui pemasaran di media sosial, influencer marketing, dan berbagai platform daring yang relatif sulit diawasi oleh pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pengendalian tembakau tidak hanya berkaitan dengan pengawasan konsumsi rokok pada ruang fisik, tetapi juga memerlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi terhadap promosi produk tembakau dan nikotin di ruang digital sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat (Agustiawan, 2025).
Pemerintah Indonesia terus memperkuat kebijakan pengendalian tembakau melalui regulasi yang lebih komprehensif. Jika sebelumnya pengaturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merujuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka saat ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mengenai Kawasan Tanpa Rokok, pembatasan iklan, promosi dan sponsor produk tembakau, larangan penjualan rokok kepada anak, pengaturan rokok elektronik, serta upaya pengendalian produk tembakau dan nikotin lainnya.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sementara Pemerintah Kota Banda Aceh sebelumnya telah mengesahkan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat melalui pengendalian konsumsi tembakau, perlindungan perokok pasif, serta penurunan prevalensi merokok di masyarakat
[bookmark: _heading=h.30j0zll]Namun hingga tahun 2021, Provinsi Aceh menduduki peringkat 15 nasional dalam hal persentase jumlah perokok. Di kalangan remaja jenjang SMA persentase jumlah siswa perokok juga cukup tinggi. Hasil survey yang dilakukan di Kota Banda Aceh, lebih 50 persen siswa merupakan perokok. rata-rata konsumsi per kapita seminggu menurut kelompok rokok dan tembakau di Kota Banda Aceh pada tahun 2021-2022 masih terus meningkat kecuali pada rokok kretek filter. Pada bagian rokok kretek filter mengalami penurunan dari 11,809 pada tahun 2021 menjadi 8,652 pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2022). 
Pemerintah, melalui Menteri Kesehatan, mendorong seluruh instansi mulai dari tingkat pusat hingga daerah serta non pemerintahan untuk memperkuat komitmen dalam upaya menurunkan tingkat konsumsi tembakau di kalangan masyarakat. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan dalam iklan, promosi, dan sponsor rokok, namun keterpaparan terhadap iklan rokok di internet meningkat drastis sebanyak 10 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari 1,9% menjadi 21,4% (Kemenkes, 2022). Maka dalam mendukung kebijakan pemerintah perlunya komitmen bersama seluruh masyarakat dalam menurunkan angka keterpaparan tembakau.
Penelitian ini berfokus di daerah Kota Banda, di mana Kota Banda Aceh merupakan wilayah yang lebih awal mencanangkan kawasan tanpa rokok dibandingkan Kabupaten/Kota lain yang ada di Aceh, bahkan dengan provinsi Aceh sekalipun. Komitmen yang dibangun oleh pemerintah Kota Banda Aceh juga didasari atas semangat kolaborasi secara bersama-sama antara pemerintah dan non pemerintahan. Hal ini dipertegaskan dalam kajian Rauzatul (2023), bahwa kesadaran bersama dan kepedulian masyarakat tentang kebijakan kawasan tanpa rokok cukup efektif terhadap keberlanjutan sebuah program. 
Awang Durumurti (2023) dalam kajiannya tentang kebijakan kawasan tanpa rokok, akan mudah diimplementasikan jika memiliki kerjasama yang tinggi antar aktor dalam menyelesaikan masalah. Hal ini juga diperkuat melalui kajian seperti (Fariz Kahendra et al., 2023) (Muthia, 2021; Amaliah, 2018; Saboli et al., 2019; Amri & Umrah, 2022). Dalam kajian mereka berpendapat bahwa setiap kebijakan pemerintah terutama dalam implementasi Kawasan tanpa rokok pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah serta berbagai aktor karena kebijakan yang melibatkan banyak pihak cukup efektif dan memiliki dukungan serta tingkat kepatuhan lebih tinggi atas keberlanjutan program pemerintah.
Elinor Ostrom, Governing the Commons (2021) seorang ilmuwan sosial dan kebijakan publik memperkenalkan konsep “Polycentric Governance”. Ostrom menegaskan kebijakan pemerintah yang diatur mesti dilakukan lewat tahapan desentralisasi, hal ini dapat membantu pemecahan masalah dalam implementasi program pemerintah. Kebijakan yang efektif tentunya harus didukung dengan Kerjasama antar berbagai pihak baik pemerintah dan non pemerintah. (Kapucu et al., 2023; Carlisle & Gruby, 2019) polycentric governance dapat membantu dalam menyediakan kerangka kerja yang memiliki banyak atribut kelembagaan, bekerjasama dengan pemangku kepentingan untuk menghasilkan output kebijakan yang diimplementasikan. 
Penelitian ini menawarkan kontribusi penting dalam memahami bagaimana tata kelola kebijakan pemerintah dapat membentuk keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau di tingkat lokal. Dalam konteks ini, pendekatan polycentric governance memungkinkan keterlibatan aktif dari berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Studi ini menggali upaya pemerintah dalam melibatkan interaksi dan dukungan antara berbagai pihak terkait pencapaian kawasan tanpa rokok sebagai bentuk penurunan prevalensi keterpaparan tembakau. Melalui analisis ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang efektivitas dan keberlanjutan kebijakan kawasan tanpa rokok di Banda Aceh, sambil memperluas pemahaman kita tentang penerapan polycentric governance dalam konteks kebijakan kesehatan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (qualitative case study) untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh. Pemilihan tersebut didasarkan pada karakteristik implementasi KTR yang melibatkan berbagai aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan kebijakan. Dengan demikian, Kota Banda Aceh dipilih sebagai kasus yang relevan untuk mengkaji bagaimana berbagai pusat pengambilan keputusan (multiple centers of decision-making) berinteraksi dalam mendukung implementasi KTR.
Penelitian ini menggunakan Polycentric Governance yang dikembangkan oleh Elinor Ostrom sebagai perspektif analisis. Polycentric Governance dipahami sebagai suatu sistem tata kelola yang melibatkan banyak pusat pengambilan keputusan yang saling berinteraksi, berkoordinasi, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan kebijakan public (Schaefer, 2023). Dalam konteks implementasi KTR, pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antaraktor, distribusi kewenangan, mekanisme koordinasi, pola kolaborasi, serta akuntabilitas yang terbentuk dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.
Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi lapangan, dan studi dokumentasi (Sisca, 2022). Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), organisasi masyarakat sipil, Aceh Institute, media, pengelola fasilitas publik, serta masyarakat yang terkait dengan implementasi KTR. Dokumentasi yang dianalisis meliputi regulasi, laporan pelaksanaan program, dokumen kebijakan, serta berbagai publikasi yang berkaitan dengan pengendalian tembakau dan Kawasan Tanpa Rokok.
Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Tariq, 2025). Untuk memperkuat analisis, data dikategorikan berdasarkan lima dimensi utama Polycentric Governance, yaitu: (1) aktor dan pusat pengambilan keputusan, (2) distribusi kewenangan, (3) mekanisme koordinasi, (4) kolaborasi antaraktor, dan (5) akuntabilitas implementasi kebijakan. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana sistem tata kelola multipusat bekerja dalam mendukung implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Kepatuhan Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh
Pengendalian tembakau dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO), merokok merupakan penyebab utama dari berbagai penyakit tidak menular seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan kronis. Setiap tahun, merokok menyebabkan lebih dari 8 juta kematian di seluruh dunia, dengan sekitar 1,2 juta di antaranya disebabkan oleh paparan asap rokok orang lain (secondhand smoke) (GATS, 2022). Oleh karena itu, penerapan kebijakan KTR menjadi sangat penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, wanita hamil, dan orang tua.
Mengingat tingginya angka prevalensi merokok di kalangan masyarakat sebagaimana data dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2018 menunjukkan bahwa sekitar 33,8% orang dewasa di Indonesia adalah perokok, dengan prevalensi tertinggi di kalangan laki-laki (62,9%). Indonesia juga menempati peringkat tertinggi dalam hal jumlah perokok anak-anak dan remaja, dengan sekitar 19,4% anak laki-laki berusia 13-15 tahun merupakan perokok aktif. Tingginya angka ini berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat, di mana penyakit yang terkait dengan tembakau, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan kronis, menjadi penyebab utama kematian dan beban ekonomi yang besar.
Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia telah melakukan berbagai intervensi dan mengatur kebijakan kawasan tanpa rokok. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, mengatur pelaksanaan KTR di tempat umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan tempat ibadah. Selain itu, beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya telah menerapkan peraturan daerah (Perda) yang lebih ketat mengenai KTR. Contohnya, Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 mengatur tentang KTR dan tempat khusus merokok, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat (Rapitasari et al., 2020).
Penelitian juga menunjukkan bahwa kebijakan KTR di Indonesia telah memberikan dampak positif (Astuti et al., 2020). Sebuah studi lain juga menemukan bahwa implementasi KTR di Jakarta telah mengurangi prevalensi merokok di tempat umum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok (Amaliah, 2018). Rajasa & Adhi P., (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya KTR berkontribusi pada penurunan jumlah perokok pasif, yang sebelumnya sering terpapar asap rokok di tempat-tempat umum. Meskipun masih ada tantangan dalam penegakan hukum dan kepatuhan, upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi dampak negatif tembakau dan melindungi kesehatan masyarakat.
	Tempat Survei
	Frekuensi
	Tempat Survei
	Frekuensi

	Sekolah
	56
	22.4%
	Rumah Sakit
	13
	5.2%

	Kantor Pemerintah
	37
	14.8%
	Tempat Hiburan
	11
	4.4%

	Kantor Swasta
	24
	9.6%
	Restoran
	10
	4%

	Rumah Ibadah
	17
	6.8%
	Transportasi Umum
	9
	3.6%

	Fasilitas Bermain Anak
	17
	6.8%
	Hotel
	9
	3.6%

	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	16
	6.4%
	Pasar Tradisional
	8
	3.2%

	Lainnya
	13
	5.2%
	Universitas
	7
	2.8%

	Total 250 Tempat KTR (100%)


Dalam hal ini, Kota Banda Aceh semenjak Tahun 2016 melakukan pengendalian tembakau serta mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok salah satunya dipertegas melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2011 (Muazzinah et al., 2023). Dalam peraturan KTR tersebut telah ditetapkan 12 lokasi sebagai lokasi KTR diantaranya: perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan formal dan informal, arena permainan anak, tempat ibadah, tempat kerja yang tertutup, sarana olah raga yang sifatnya tertutup, tempat pengisian bahan bakar (SPBU), halte, angkutan umum dan tempat umum yang tertutup lainnya.

Gambar 1: Area Kawasan Tanpa Rokok
[image: ]
Sumber: Qanun Nomor 5 tahun 2016 tentang KTR, 2024
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Berdasarkan hasil survey dan laporan yang telah dilakukan oleh Aceh Institute di Kota Banda, bahwa KTR kota Banda Aceh memiliki 250 titik lokasi baik sarana tertutup maupun terbuka. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1: Lokasi KTR di Kota Banda Aceh

Hasil survey yang dilakukan oleh The Aceh Institute terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan KTR diukur dari 9 (Sembilan) indikator diantaranya: (1) Tidak adanya rambu larangan merokok, (2) Keberadaan perokok, (3) Adanya penggunaan E-Cigarette, (4) Keberadaan tempat khusus merokok (5) Keberadaan puntung rokok, (6) Ketersediaan asbak rokok (7) Keberadaan bau asap rokok, (8) Keberadaan kegiatan menjual rokok, dan (9) Keberadaan iklan tembakau, promosi, sponsorship rokok.
	Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan tingkat kepatuhan di dalam ruang dan luar ruangan. Hal ini ditunjukan bahwa tidak adanya larangan merokok secara jelas di luar ruangan. Penelitian yang dilakukan oleh Saroni (2018) menunjukan bahwa kepatuhan masyarakat ketika berada di dalam ruangan terkait KTR lebih tinggi dibandingkan di luar ruangan. Penyebab utama dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dari bahaya asap rokok. Compliance rate terhadap kebijakan KTR dilihat dari sisi ketersediaan tanda “Wilayah Bebas Asap Rokok” hampir sama antara kantor pemerintah dengan kantor swasta terutama di dalam gedung (80%). Namun berbeda hal nya di lihat dari sisi luar gedung, compliance rate dari instansi swasta bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan instansi pemerintah.
Pentingnya sosialisasi yang lebih aktif dari pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk memberikan pemahaman terkait Qanun KTR di Kota Banda Aceh.  Perlunya sanksi yang tegas yang diterapkan bagi pelanggaran KTR, sehingga memberikan efek jera kepada oknum yang melanggar.
Keberadaan tanda “Kawasan Tanpa Rokok” pada instansi swasta telah menunjukkan kepatuhan instansi swasta karena tidak bergantungnya instansi swasta terhadap penyediaan “stiker tanda dilarang merokok” dan “tanda kawasan tanpa rokok” dari pemerintah. Swasta lebih cenderung mengupayakan sendiri demi untuk menghindari punishment yang tidak diinginkan terhadap instansinya. Sedangkan, instansi pemerintah lebih memilih menunggu stiker tanda dilarang merokok yang dibagikan dari pemerintah (The Aceh Institute, 2023).
Kemudian dari berbagai hasil riset dan penelitian menunjukkan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap KTR. Dalam penelitian Muthia, (2021) bahwa perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap KTR masih belum tertib serta lemahnya pengawasan dan sanksi yang tegas. Prayoga, (2022) dalam studinya faktor tidak patuhnya masyarakat terhadap KTR disebabkan oleh belum tegasnya penegakan aturan dan sanksi meskipun dari segi kebijakan sendiri sudah cukup lengkap dan terperinci yaitu sudah mencakup semua aturan yang membatasi kegiatan negatif merokok terutama pada area-area yang sudah ditetapkan KTR. (Triningtias & Sugiyantio, 2021) dalam studinya juga menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai atribut kebijakan, namun jika kesadaran masyarakat rendah maka implementasi kebijakan KTR juga tidak akan berhasil diterapkan. Hal tersebut butuh inovasi strategi yang baik terutama dalam upaya melibatkan berbagai jejaring kolaborasi supaya semua pihak ikut bertanggungjawab dalam hal pengendalian asap rokok.
Gerakan tanpa rokok yang dilakukan oleh elemen pemerintah maupun elemen sipil selama ini baik melalui advokasi, sosialisasi maupun melahirkan inovasi teknologi pemantauan aplikasi KTR, telah menunjukkan betapa serius pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan kegiatan pengendalian rokok melalui berbagai program strategis yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan WHO pada Tahun Indonesia telah menciptakan Dashboard Kawasan Tanpa Rokok. Platform ini memantau dan merepresentasikan kemajuan penerapan kebijakan KTR di tingkat kota/kabupaten. Dashboard ini terdiri dari empat komponen penilaian: regulasi, inspeksi, penegakan, dan kepatuhan. Dengan alat ini, pemerintah dapat lebih efektif mengawasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap KTR (Ripsidasiona, 2022)
Begitu juga Kota Banda Aceh salah satu inovasi yaitu melalui aplikasi pengaduan KTR. Aplikasi tersebut memudahkan masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan adanya masyarakat tidak mematuhi rambu-rambu KTR (Muazzinah et al., 2023). Dalam kajian lain Pramana Putra & Setyowati, (2022) strategi untuk optimalisasi KTR adalah meningkatkan pengawasan melalui penambahan jumlah personil, pengadaan sarana mobilitas berupa kendaraan dan penggunaan CCTV di setiap instansi untuk mengawasi kawasan tanpa rokok secara intensif. Fernando & Marom, (2020) dalam studinya bahwa strategi implementasi KTR dengan membentuk Tim Task Force sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas asap rokok di lingkungan KTR.

Gambar 2; Lokasi Area KTR di Tempat Bermain dan Olahraga
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2023

Gambar 3; Aplikasi Pengaduan KTR Kota Banda Aceh
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Sumber: Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 2023

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti lakukan, bahwa Kota Banda Aceh dari segi kebijakan talah baik hal ini telah didukung oleh regulasi baik Qanun, Peraturan Walikota, Task Force, SOP, Aplikasi Monitoring KTR, ketersediaan Anggaran, kemudian didukung oleh pihak organisasi non pemerintah yang mendukung penuh penegakan KTR baik sosialisasi, monitoring secara berkala, dan penyedian stiker rambu-rambu KTR. Sedangkan tantangan selama ini diakibatkan oleh faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah serta pemberlakuan sanksi yang tidak tegas.

2. Strategi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh
Keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok harus didukung oleh berbagai strategi, karena hal ini terkait tentang penertiban terhadap masyarakat. respon public terhadap kebijakan KTR akan sangat variasi ada yang mendukung, tidak mendukung dan pasif. Makna kolaborasi aktor untuk mencapai strategi pelaksanaan KTR sangat berpengaruh untuk merubah kesadaran masyarakat agar tertib pada tempat yang ada rambu-rambu KTR. Menurut Robichaud, (2019) bahwa strategi dalam implementasi kebijakan sangat penting agar tercapainya kebijakan secara efektif dan efisien. Tanpa strategi yang jelas, kebijakan tidak dapat terarah, mengakibatkan pemborosan sumber daya dan hasil yang tidak optimal. Strategi yang baik membantu mengidentifikasi prioritas, mengalokasikan sumber daya dengan tepat, dan merespon perubahan lingkungan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan selama di lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di area lokasi KTR misalnya di warung/kedai kopi yang terbuka dan tertutup. Warung kopi model terbuka masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas merokok mulai dari semua golongan umur, baik dewasa, pemuda dan remaja, bahkan juga ada ibu-ibu. Sedangkan tempat tertutup seperti ruang AC yang merupakan area yang bebas asap rokok sudah meningkat tingkat kepatuhan merokok.
Temuan menarik lain lagi peneliti temukan berdasarkan amatan langsung atau observasi bahwa kecenderungan prevalensi perokok sangat tinggi itu di dominasi di berbagai warung kopi yang ada di sudut Kota Banda Aceh. Karena secara sosial dan kultur masyarakat Aceh banyak menghabiskan waktu sehari-hari dan melakukan interaksi sosial di warung-warung kopi. Fakta lain juga bahwa warung kopi didominasi oleh kalangan mahasiswa, anak muda secara umum dan sebagian lain lagi yaitu kalangan dewasa dan perempuan atau ibu-ibu. Secara umum mahasiswa menghabiskan waktu berjam-jam dengan alasan mengerjakan tugas kuliah, game online, ada sebagiannya lagi menekuni profesi di bidang digital marketing seperti youtuber, online shop, dan berbagai aktivitas lain. Apalagi warung kopi di Aceh hampir keseluruhan sudah dilengkapi sarana jaringan Wifi yang memadai hal ini sangat mendukung bagi yang beraktivitas secara online.
 Sejalan hasil observasi peneliti dengan temuan yang dilakukan oleh Aceh Institute adanya trend tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perokok di kawasan tanpa rokok dari 21,1% menjadi 45%. Namun kendala yang dihadapi selama implementasi Qanun KTR adalah belum adanya sanksi tegas dari pemerintah terhadap pelanggar KTR. Iklan rokok juga masih aktif di terpasang di billboard, spanduk maupun di berbagai platform iklan digital. Pemerintah juga mesti melakukan edukasi lebih intensive lagi seperti menempel stiker, dan signboard di tempat-tempat KTR. Kemudian komitmen dari pimpinan atau pejabat atau walikota agar berjalan dengan sinergis dalam upaya penurunan angka prevalensi perokok bagi masyarakat khususnya di area KTR.
Dalam kajian Hesti Rosdiana et al., (2021) bahwa keberhasilan KTR salah satunya melalui strategi sosialisasi untuk meningkatkan pengetahun tentang KTR serta mendorong masyarakat turut berperan serta dalam implementasi kebijakan KTR. Priyogo et al., (2022) mengukapkan bahwa sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat agar tidak merokok di lokasi area KTR. Selain itu juga dalam kajian Muazzinah et al., (2023) bahwa faktor penting dalam mendukung penerapan KTR adalah melalui kolaborasi antar berbagai pihak ialah dengan melakukan kegiatan secara bersama, penindakan secara bersama, melakukan diskusi, kemudian membicarakan kendala dan solusi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
Setiadin, (2024) dalam kajian menggaris bawahi bagaimana pemerintah Kota Bandung berhasil menerapkan KTR melalui pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan lembaga lokal. Melalui kampanye edukasi yang intensif dan penegakan hukum yang tegas, tingkat kepatuhan terhadap KTR di Bandung meningkat drastis. Surya mencatat penurunan signifikan dalam jumlah perokok aktif di tempat-tempat umum, yang menunjukkan efektivitas strategi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Irsan, Nurmaya, Pertiwi, (2021), dijelaskan bahwa pendidikan anti-rokok yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dan pengawasan ketat oleh pihak sekolah berhasil mengurangi prevalensi merokok di kalangan siswa. Pencapaian ini signifikan karena menunjukkan bagaimana pendidikan dan kebijakan sekolah yang tegas dapat menciptakan generasi muda yang lebih sadar akan bahaya merokok dan berkomitmen untuk hidup sehat.
Lintong et al., (2025) dalam artikelnya mengulas bahwa keberhasilan implementasi KTR di Jakarta didukung oleh kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah. Kampanye publik yang masif dan penegakan hukum yang konsisten membantu menciptakan kesadaran luas di masyarakat tentang pentingnya KTR, yang berujung pada peningkatan kualitas udara dan lingkungan hidup di ibu kota. Handayani, (2025) menggambarkan keberhasilan penerapan KTR di rumah sakit melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Dengan adanya kebijakan internal yang ketat dan dukungan penuh dari staf medis, rumah sakit berhasil menciptakan lingkungan bebas asap rokok yang lebih kondusif bagi penyembuhan pasien. Pencapaian ini menegaskan pentingnya komitmen institusi dalam mendukung kebijakan KTR.
Sedangkan Fristi Arsania et al., (2024), ditekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci sukses implementasi KTR. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, serta memberikan edukasi berkelanjutan tentang bahaya rokok, pemerintah berhasil menciptakan kesadaran dan dukungan luas terhadap KTR. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat perkotaan.
Strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam implementasi KTR menunjukkan signifikansi yang besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mengurangi prevalensi merokok. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, institusi, dan masyarakat memastikan bahwa kebijakan KTR tidak hanya diterapkan secara luas tetapi juga diterima dan didukung oleh semua pihak. Edukasi yang terus menerus, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi aktif dari berbagai sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai hasil yang signifikan. Efektivitas strategi ini terlihat dari penurunan jumlah perokok, peningkatan kualitas udara, dan lingkungan yang lebih sehat di berbagai tempat seperti sekolah, rumah sakit, dan area publik. Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, implementasi KTR dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
Strategi implementasi KTR yang hampir sama juga yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang yaitu tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Implementasi KTR tersebut mendapatkan penghargaan tertinggi Pastika Paratama yang telah berhasil menjalankan kebijakan KTR dengan baik. Strategi yang dilakukan oleh Kota Semarang adalah mulai dari tahap awal sosialisasi tatap muka dengan berbagai elemen masyarakat diantaranya pihak organda (Organisasi Angkutan Darat), pengelola hotel, tempat ibadah, mall, PKK dan pengelola PAUD. Selain itu juga menggunakan media luar ruang pada berbagai bentuk media MMT, poster, leaflet & baliho. Pemerintah Kota Semarang sendiri dinilai sukses mengimplementasikan aturan kawasan tanpa rokok tersebut di instansi pendidikan (sekolah) dan kantor-kantor milik pemerintah.

Strategi Peran Stakeholder dalam Implementasi KTR di Kota Banda Aceh
	No
	Stakeholder
	Peran dan Kewenangan
	Bentuk Kegiatan Implementasi KTR

	1
	Pemerintah Kota Banda Aceh
	Menetapkan kebijakan, regulasi, penganggaran, monitoring dan evaluasi KTR
	Penyusunan Qanun KTR, koordinasi lintas sektor, penguatan komitmen daerah

	2
	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
	Leading sector implementasi KTR, edukasi dan advokasi kesehatan
	Sosialisasi KTR, kampanye kesehatan, penyediaan media edukasi, monitoring pelaksanaan KTR

	3
	Satpol PP Kota Banda Aceh
	Penegakan aturan dan pengawasan kepatuhan KTR
	Inspeksi lapangan, peneguran, penindakan pelanggaran, pengawasan lokasi KTR

	4
	Aceh Institute
	Mitra non-pemerintah dalam advokasi dan penguatan kebijakan
	Kajian kebijakan, survei kepatuhan KTR, kampanye publik, edukasi masyarakat

	5
	Media Massa
	Penyebarluasan informasi dan edukasi publik
	Publikasi berita, kampanye anti rokok, sosialisasi KTR melalui media cetak, elektronik dan digital

	6
	Sekolah
	Implementasi KTR di lingkungan pendidikan
	Edukasi bahaya rokok, pengawasan siswa, pemasangan rambu KTR, pembentukan budaya sekolah sehat


Tabel 2. Strategi Peran Stakeholder dalam Implementasi KTR di Kota Banda Aceh

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh didukung oleh kolaborasi berbagai aktor yang memiliki kewenangan dan peran berbeda. Dalam perspektif Polycentric Governance (“Elinor Ostrom 1990), Pemerintah Kota, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Aceh Institute, media, sekolah, pengelola fasilitas publik, dan masyarakat membentuk sistem tata kelola multipusat yang saling berinteraksi. Keberhasilan kolaborasi ini didukung oleh adanya tujuan bersama, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok.
Meskipun demikian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap KTR masih belum optimal. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelanggaran masih sering ditemukan pada warung kopi dan ruang publik terbuka yang menjadi pusat interaksi sosial masyarakat. Rendahnya kepatuhan dipengaruhi oleh faktor institusional, seperti belum optimalnya penegakan sanksi, keterbatasan pengawasan, serta lemahnya mekanisme pengendalian perilaku merokok di ruang publik. Selain itu, budaya merokok yang masih kuat dalam kehidupan sosial masyarakat turut menjadi tantangan dalam implementasi KTR (Carlisle & Gruby, 2019).
Dari aspek hubungan kekuasaan, implementasi KTR menunjukkan adanya distribusi kewenangan antaraktor. Pemerintah Kota berperan dalam perumusan kebijakan, Dinas Kesehatan sebagai leading sector edukasi dan advokasi, sedangkan Satpol PP bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penegakan aturan. Sementara itu, Aceh Institute, media, sekolah, dan masyarakat berfungsi sebagai aktor pendukung melalui pengawasan sosial dan kampanye publik. Distribusi kewenangan tersebut mencerminkan karakteristik Polycentric Governance yang menekankan koordinasi, interdependensi, dan akuntabilitas antaraktor dalam mencapai tujuan kebijakan (Kapucu et al., 2023).

3. Kemitraan dan Kolaborasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Banda Aceh
Kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai peran para stakeholder baik unsur pemerintah maupun non pemerintahan. Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan dan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Selama 5 Tahun terakhir pemerintah Kota Banda Aceh terus membangun jejaring kerjasama antar berbagai pihak untuk mengkampanyekan bebas asap rokok di berbagai sudut Kota Banda Aceh.
Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa kebijakan akan terus berkelanjutan jika semua pihak ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program kegiatan yang akan dilakukan bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan paradigma administrasi publik tentang konsep public-partnership kerjasama antar sektor publik yaitu pemerintah dan non pemerintah. Tujuanya adalah meningkatkan efisiensi, mempercepat pembangunan, dan mengurangi beban fiskal pemerintah (Zandberg & Morales, 2019).
Sedangkan pengambilan keputusan terkait rencana aksi implementasi KTR yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan berbagai upaya kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak dan tidak hanya terpusat pada pemerintah yang menentukan kebijakan.  Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Elinor Ostrom, Governing the Commons 1990 (2021) yang melahirkan konsep polycentric governance yaitu dimana sistem pengambilan keputusan tidak hanya berpusat pada otoritas kekuasaan pemerintah saja, namun juga melibatkan berbagai aktor mulai dari tingkat lokal, regional, maupun swasta. Artinya konsep ini memperkuat partisipasi aktor berbagai tingkatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Toonen, 2010).
Berdasarkan hasil observasi dan temuan hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan. Pelaksanaan KTR di Kota Banda juga memiliki berbagai tantangan yang dihadapi selama ini. Salah satunya masih lemahnya kontrol atau pengawasan serta belum adanya sanksi yang tegas dari pemerintah bagi pelanggar KTR. Masih terdapatnya iklan rokok yang terpasang di sudut area kota Banda Aceh. Aksi yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah mengedukasi masyarakat seperti menempel stiker, saindbord di tempat tempat KTR (stiker ini bekerjasama The Aceh Institute dengan Pemerintah Kota Banda Aceh).
Temuan peneliti juga dari hasil wawancara dan telaah dokumen dari laporan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan hasil survey yang dilakukan oleh Aceh Institute, bahwa pada tahun 2018 sudah pernah ada sanksi tetapi tidak maksimal dengan dilakukannya tindak pidana ringan namun tidak berjalan dikarenakan faktor utama yaitu kurangnya pendanaan dan diakibatkan oleh beberapa faktor lainnya. Efektifitas KTR ini juga tidak mewajibkan kepala daerah untuk tidak merokok hanya saja ini merupakan cara pandang per individu saja dalam menjaga kesehatan masing masing. Kesimpulan hasil survey bertujuan memproteksi masyarakat untuk sekarang atau dimasa yang akan datang dan KTR memberikan space bagi perokok aktif dan pasif, serta ketegasan sanksi dari pemerintah dan kepatuhan terhadap KTR meningkat menjadi 45%.
Berdasarkan amatan dan observasi peneliti lakukan bahwa di Kota Banda Aceh fasilitas publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat adalah warung kopi dibandingkan tempat lain. Sehingga resiko terpaparnya asap rokok juga cenderung tinggi baik perokok aktif maupun pasif. Apalagi warung kopi dikunjungi oleh semua kalangan umur, baik anak-anak, mahasiswa, pemuda, dewasa, lansia, dan ibu-ibu.
Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya melakukan optimalisasi, monitoring serta evaluasi dalam penerapan Qanun KTR. Fokus utama intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh adalah mencegah perokok pemula untuk terhindar dari kecanduan dari zat nikotin rokok, jika tidak dicegah maka akan susah untuk berhenti dari kecanduan tersebut, kecuali dengan terapi dan kesadaran diri. Masalah yang muncul bagi pelajar yang merokok salah satunya adalah iklan, kemudian melihat orang dewasa yang merokok atau pola pikir yang tertanam bahwa ketika merokok akan terlihat keren sehingga ketika sudah candu akan merokok biasanya akan menimbul gejala seperti mudah marah serta kesehatannya akan terganggu baik fisik maupun mental hal ini berdasarkan penelitian dari kemenkes.
Melihat urgensi kebijakan penegakan KTR di Kota Banda Aceh, berdasarkan hasil observasi selama dilakukan saat penelitian. Peneliti juga melihat peran pemerintah Kota Banda salah satu melalui kegiatan penyampaian dan berbagi informasi ialah mengundang masyarakat, media, maupun instansi dan lembaga terkait untuk mengkampanyekan penerapan Kawasan Tanpa Rokok, membuat pertemuan tatap muka dengan para stakeholder untuk membahas lebih lanjut persoalan maupun permasalahan yang terjadi, mengadakan Focus Group Discussion (FGD), melakukan media briefing dengan pihak media agar informasi KTR dapat digencarkan di berbagai media massa, melakukan sosialisasi pada kawasan KTR tentang bahaya rokok baik pada remaja maupun perokok pemula, serta melakukan sosialisasi lewat website agar informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh. 
Berdasarkan hasil temuan wawancara dan observasi dengan masyarakat Kota Banda Aceh yang telah peneliti lakukan, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan KTR ini, adanya pelanggaran ini juga dikaitkan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sehingga masih ditemukan beberapa pelanggara dalam wilayah KTR. Sehingga diperlukan pemahaman bersama antara pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Para stakeholder yang terlibat bertanggungjawab dalam implementasi KTR dengan menyampaikan informasi kepada seluruh aktor yang terlibat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada saat kebijakan diimplementasikan.
Dalam hal ini peneliti juga melakukan telaah dokumen berkaitan tentang pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dijelaskan bahwa setiap orang dilarang merokok, melakukan promosi, menjual dan mengiklankan rokok pada wilayah KTR dan jika melanggarnya maka mendapatkan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) hari dan denda sebanyak dua ratus ribu rupiah. Adapun bagi yang menjual rokok di wilayah Kawasan Tanpa Rokok maka akan mendapatkan sanksi berupa pidana kurungan paling lama lima hari dan membayar denda lima ratus ribu rupiah.
Sedangkan bagi pelaku bisnis yang melakukan promosi dan mengiklankan rokok wilayah Kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama empat belas hari dan wajib membayar denda senilai sepuluh juta rupiah. Adapun bagi pelaku bisnis yang memperjualbelikan rokok di kawasan Tanpa Rokok dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama sepuluh hari dan membayar denda paling senilai lima juta rupiah.  
Sanksi yang dijelaskan di atas belum diberlakukan dengan tegas kepada pelanggar karena pemerintah hingga saat ini masih melakukan titik fokus sosialisasi kepada masyarakat, jika sosialisasi yang dilakukan belum maksimal, pemerintah tidak bisa mengeluarkan sanksi kepada masyarakat, hal ini juga menghindari sifat arogansi dari pemerintah itu sendiri. Di satu sisi pemerintah menjalankan amanat dari Qanun tapi di satu sisi lagi masyarakat kita belum teredukasi dengan baik tentang Qanun tersebut. Jika pemerintah mengambil tindakan tegas akan terjadi konflik dengan masyarakat di lapangan. Namun apabila nantinya telah diberlakukan sosialisasi secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat dan masih ditemukan pelanggar, pemerintah akan mengambil tindakan sanksi sesuai dengan peraturan kebijakan yang berlaku pada Qanun tersebut.
Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini membutuhkan berbagai pihak dalam penerapannya, oleh karena itu Pemerintah Kota Banda Aceh yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh dan instansi pemerintah yang berkaitan bekerjasama atau berkolaborasi dengan Lembaga non pemerintah, media dan tokoh masyarakat untuk melakukan penerapan lebih lanjut terkait Kawasan Tanpa Rokok. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh merupakan leading sector dalam penerapan KTR dan didukung penuh oleh Aceh Institute terkait regulasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Sejak tahun 2017, Aceh Institute mendapatkan dana dari The Union terkait penerapan Kawasan Tanpa Rokok di seluruh Aceh. Kemudian Aceh Institute mendistribusikan atau berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dan penegakan KTR seperti pada tempat usaha, sarana pelayanan kesehatan, taman bermain anak dan beberapa Kawasan Tanpa Rokok.   
Pemerintah Kota Banda Aceh dan Aceh Institute sangat intens melakukan berbagai forum dialog antar stakeholder yang terlibat untuk membahas lebih lanjut mengenai kolaborasi dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Pada pertemuan dengan mengundang berbagai unsur pimpinan instansi yang terlibat untuk membicarakan mengenai hak, kewajiban, tugas dan fungsi dari masing-masing instansi yang kemudian dituangkan di dalam perjanjian kerjasama. Tidak hanya itu, beberapa instansi pun ikut berpartisipasi untuk turun lapangan dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok ini. 
Kemudian untuk membangun rasa percaya antar stakeholder yang terlibat, mereka rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Komunikasi ini bukan hanya berupa pertemuan tatap muka melainkan juga pertemuan melalui aplikasi Zoom Meeting, Whatsapp, maupun media lainnya. Oleh karena itu, diharapkan setiap pemangku kepentingan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun bentuk komitmen antar mitra pelaksanaan KTR ini seperti melakukan kegiatan secara bersama dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah bergerak untuk memasangkan stiker pada setiap area KTR di Kota Banda Aceh dengan melakukan penindakan terhadap iklan rokok dan juga menurunkan iklan rokok. Tidak hanya itu, media pun ikut turut menyorot terkait berbagai isu soal kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Bentuk komitmen ini juga dapat dilihat dari seberapa patuhnya pemerintah Kota Banda Aceh dalam menegakkan kebijakan ini dengan tidak merokok di lingkungan kantor ataupun ruangan tempat mereka bekerja.
Pada point berbagi pemahaman ini stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini agar nantinya mencapai tujuan yang telah dibuat bersama. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya penyampaian dan berbagi informasi ialah mengundang masyarakat, media, maupun instansi dan lembaga terkait untuk mengkampanyekan penerapan KTR. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melakukan beberapa kali pertemuan maupun sosialisasi terhadap berbagai lapisan masyarakat terkait bahaya merokok ini agar dapat mengurangi tingkat perokok di Kota Banda Aceh.
Keberhasilan implementasi Kebijakan Bebas Asap Rokok (KTR) sering kali berakar pada kolaborasi dan kemitraan strategis antara sektor publik dan swasta. Dalam studi John R. Smith (2020), ia mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah perkotaan dalam menegakkan kebijakan bebas asap rokok, dengan mencatat bahwa tantangan ini dapat diatasi secara efektif melalui upaya kolaboratif. Dengan menyatukan pemerintah daerah, organisasi kesehatan, dan kelompok masyarakat, kemitraan ini menciptakan pendekatan terpadu yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan dan penegakan kebijakan, yang mengarah pada lingkungan perkotaan yang lebih sehat.
Laura Greene (2019) menekankan peran kemitraan publik-swasta dalam pengendalian tembakau. Ia menggambarkan bagaimana aliansi antara lembaga pemerintah dan entitas sektor swasta dapat memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan kemampuan penjangkauan untuk mendorong dukungan berbasis luas bagi kebijakan bebas asap rokok. Kemitraan ini sering kali menghasilkan kampanye kesehatan masyarakat yang inovatif dan pembentukan zona bebas asap rokok di berbagai sektor, sehingga memperluas dampak dan jangkauan tindakan pengendalian tembakau. Pungguh Eko Susanto, (2024) berfokus pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Ia menyoroti bagaimana melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembuatan kebijakan memastikan bahwa peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Pendekatan inklusif ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepatuhan di antara anggota masyarakat, yang sangat penting untuk keberhasilan kebijakan KTR yang berkelanjutan.
Dalam studi Muazzinah et al., (2023) membahas strategi kolaboratif untuk legislasi bebas asap rokok yang efektif. Ia mencatat bahwa kolaborasi multisektoral, yang melibatkan berbagai departemen pemerintah, LSM, dan badan internasional, menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk implementasi kebijakan. Kerja sama ini memungkinkan pendekatan multifaset yang membahas pendidikan publik, tindakan legislatif, dan penegakan hukum, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan adopsi kebijakan. Ninkron et al., (2024) mengevaluasi dampak kemitraan multisektoral terhadap hasil pengendalian tembakau. Penelitiannya menyajikan data menarik yang menunjukkan penurunan signifikan dalam tingkat merokok dan paparan asap rokok di wilayah tempat upaya kolaboratif dilaksanakan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi efektivitas kemitraan dalam meningkatkan jangkauan dan dampak kebijakan bebas asap rokok.
Dari berbagai hasil kajian peneliti baik dilapangan maupun kajian literatur  bahwa pencapaian yang dihasilkan dari upaya kolaboratif ini patut dicatat. Pencapaian tersebut meliputi tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kebijakan bebas asap rokok, peningkatan kesadaran publik dan dukungan terhadap langkah-langkah pengendalian tembakau, dan pengurangan substansial dalam prevalensi merokok dan paparan asap rokok. Keberhasilan ini menyoroti pentingnya kolaborasi, yang menunjukkan bahwa upaya terkoordinasi dapat secara efektif menyatukan sumber daya, berbagi keahlian, dan menciptakan strategi terpadu yang memaksimalkan dampak kebijakan bebas asap rokok. Selain itu juga mendukung hasil kajian yang dilakukan oleh (Brie, 2014; Pain & Shi, 2021) tentang konsep polycentric governance bahwa dalam mendukung kebijakan pemerintah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja akan tetapi melibatkan masyarakat atau lembaga non-pemerintah untuk melakukan perubahan sosial dan perilaku masyarakat.
Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banda Aceh menunjukkan terbentuknya kemitraan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga non-pemerintah, media, institusi pendidikan, pengelola fasilitas publik, dan masyarakat. Dalam perspektif Polycentric Governance, kemitraan ini tidak menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor dominan, melainkan sebagai bagian dari jaringan tata kelola yang saling terhubung. Dinas Kesehatan berperan sebagai leading sector, sementara Aceh Institute mendukung melalui riset, advokasi, dan kampanye publik untuk memperkuat implementasi dan pengawasan kebijakan KTR di berbagai ruang publik.
Kolaborasi antaraktor dibangun melalui berbagai mekanisme koordinasi, seperti forum diskusi, perjanjian kerja sama, sosialisasi bersama, kampanye publik, serta pertukaran informasi secara rutin. Hubungan ini memungkinkan terjadinya pembagian tugas berdasarkan kapasitas dan kewenangan masing-masing aktor. Pemerintah daerah berfokus pada kebijakan dan fasilitasi program, Satpol PP menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan media dan sekolah berperan dalam penyebarluasan informasi dan edukasi. Pola tersebut menunjukkan adanya saling ketergantungan (interdependence) yang menjadi karakteristik utama tata kelola multipusat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terbangun telah meningkatkan dukungan terhadap implementasi KTR, khususnya melalui penguatan kesadaran publik dan perluasan jangkauan sosialisasi. Namun demikian, efektivitas kolaborasi masih menghadapi tantangan berupa perbedaan kapasitas antaraktor, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan pelanggaran KTR. Oleh karena itu, keberlanjutan implementasi KTR memerlukan penguatan koordinasi, akuntabilitas, dan komitmen bersama agar setiap aktor dapat menjalankan perannya secara efektif dalam mendukung tujuan kesehatan masyarakat.
Sebagai kesimpulan, bahwa implementasi kebijakan KTR yang efektif sangat ditingkatkan melalui kolaborasi dan kemitraan publik-swasta. Dengan menyatukan kekuatan berbagai pemangku kepentingan, kemitraan ini dapat mengatasi tantangan, menumbuhkan dukungan masyarakat, dan mencapai hasil kesehatan masyarakat yang signifikan. Pembelajaran yang menarik peneliti temukan bahwa dari berbagai studi membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan implementasi lingkungan bebas asap rokok.

D. KESIMPULAN
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta pola hubungan antaraktor dalam penerapan KTR di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTR dilakukan melalui penguatan regulasi, penyusunan standar operasional prosedur, sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan rambu KTR, pengawasan rutin, serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat. Meskipun tingkat kepatuhan terhadap KTR mengalami peningkatan, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa lemahnya penegakan sanksi, keterbatasan pengawasan, serta kuatnya budaya merokok di ruang publik tertentu, khususnya warung kopi.
Berdasarkan perspektif Polycentric Governance, implementasi KTR di Kota Banda Aceh melibatkan berbagai pusat pengambilan keputusan yang terdiri atas Pemerintah Kota, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Aceh Institute, media, sekolah, pengelola fasilitas publik, dan masyarakat. Hubungan antaraktor dibangun melalui mekanisme koordinasi, kemitraan, dan kolaborasi yang memungkinkan setiap aktor menjalankan peran sesuai kewenangannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KTR tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas tata kelola multipusat yang didukung oleh koordinasi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat.
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